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ABSTRACT; Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent in every
individual without discrimination. In a legal context, human rights are closely
related to regulations and law enforcement which guarantee their fulfillment
and protection. This article discusses the concept of human rights from a legal
perspective, the implementation of human rights in the justice system, and the
challenges in upholding human rights. Using a normative analysis method,
this research reveals that even though there are legal instruments that
regulate human rights, challenges in implementation are still a significant
obstacle.
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ABSTRAK; Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang
melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam konteks hukum,
HAM memiliki keterkaitan erat dengan regulasi dan penegakan hukum yang
menjamin pemenuhan dan perlindungannya. Artikel ini membahas konsep
HAM dalam perspektif hukum, implementasi HAM dalam sistem peradilan,
serta tantangan dalam penegakan HAM. Dengan metode analisis normatif,
penelitian ini mengungkap bahwa meskipun terdapat instrumen hukum yang
mengatur HAM, tantangan dalam implementasi masih menjadi kendala yang
signifikan.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum, Penegakan HAM, Regulasi,
Peradilan.

PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung
tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia, sebagai

negara hukum, telah menjadikan HAM sebagai bagian integral dari konstitusi dan

111


mailto:yuli@upnvj.ac.id
mailto:edwardbenedictus22@gmail.com
mailto:suherman@upnvj.ac.id
mailto:satino@upnvj.ac.id
mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id

HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA
https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index Volume 07, No. 1, Maret 2025

berbagai regulasi turunannya. Namun, meskipun telah diatur dalam berbagai instrumen
hukum, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik
dalam bentuk kurangnya kesadaran masyarakat maupun hambatan struktural dalam
sistem hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan implementasi HAM menjadi
suatu urgensi guna mewujudkan perlindungan yang optimal bagi setiap individu.

Dalam konstitusi Indonesia, jaminan terhadap HAM secara eksplisit tercantum
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam
Pasal 28A hingga 28J. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen
internasional terkait HAM, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
(ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(ICESCR). Meskipun terdapat regulasi yang kuat, implementasi HAM di Indonesia
masih mengalami berbagai tantangan. Di satu sisi, masih terdapat ketimpangan dalam
penegakan hukum yang menyebabkan pelanggaran HAM, baik oleh aparat negara
maupun pihak swasta. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya masih
relatif rendah, sehingga praktik diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan masih sering
terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menggali solusi yang dapat meningkatkan
kesadaran serta efektivitas implementasi HAM dalam hukum positif Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, beberapa rumusan
masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1.  Bagaimana regulasi HAM dalam hukum positif Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi HAM di Indonesia?
3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan

efektivitas implementasi HAM di Indonesia?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam meningkatkan pemahaman serta memberikan rekomendasi strategis

dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep HAM dalam hukum positif Indonesia telah banyak dikaji oleh para ahli
hukum dan akademisi. Menurut Jimly Asshiddigie (2005), HAM merupakan hak dasar
yang melekat pada setiap manusia dan harus dijamin oleh negara. Sementara itu, Satjipto

Rahardjo (2009) menekankan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi
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juga merupakan alat untuk menciptakan keadilan sosial. Kajian dari Philipus M. Hadjon
(2007) juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum terhadap individu agar
tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Dalam konteks implementasi,
berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi HAM telah tersedia, masih
ada kesenjangan dalam pelaksanaannya.

Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), tantangan utama
dalam implementasi HAM di Indonesia meliputi lemahnya penegakan hukum, minimnya
edukasi HAM, serta budaya hukum yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu,
dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas

regulasi serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
dan pendekatan kasus (case approach). Lalu untuk memastikan pengoptimalannya
Penelitian ini dilakukan dengan juga Pendekatan Pengabdian Masyarakat. Fokus pada
kajian perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait Hak
Asasi Manusia (HAM) dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan konseptual
digunakan untuk memahami konsep HAM dalam sistem hukum nasional serta
korelasinya dengan hukum internasional. Sementara itu, pendekatan kasus bertujuan
untuk mengkaji implementasi HAM dalam berbagai putusan pengadilan serta tantangan

yang muncul dalam penegakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika HAM di Indonesia

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak
dapat dicabut oleh siapa pun. Di Indonesia, HAM telah menjadi bagian dari sistem
hukum yang dijamin dalam berbagai regulasi, baik nasional maupun internasional.
Namun, pelaksanaannya di tingkat lapangan masih mengalami berbagai tantangan.
Peningkatan kesadaran mengenai HAM menjadi langkah awal yang harus dilakukan.
Kesadaran ini dapat dibangun melalui pendidikan formal di sekolah serta sosialisasi yang
melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam

memastikan bahwa setiap warga negara memiliki pemahaman yang cukup mengenai
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hak-haknya. Dalam hal regulasi, Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang
mengatur tentang HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Namun, efektivitas implementasi regulasi ini masih perlu diperkuat. Tantangan utama
dalam implementasi HAM adalah lemahnya penegakan hukum.

Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan dengan tuntas, baik
karena kurangnya bukti maupun intervensi kepentingan politik. Oleh karena itu,
diperlukan reformasi dalam sistem peradilan agar dapat memberikan keadilan bagi
korban pelanggaran HAM. Selain itu, masyarakat sering kali kurang memahami
mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Oleh sebab itu, penting untuk
mengembangkan akses terhadap bantuan hukum yang dapat membantu masyarakat
dalam memperjuangkan haknya. Sebagai solusi, pemerintah perlu memperkuat lembaga
yang bertanggung jawab terhadap penegakan HAM, seperti Komnas HAM dan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain itu, perlu ada pelibatan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan yang
berkaitan dengan HAM. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
kesadaran mengenai HAM. Kampanye digital melalui media sosial dan platform daring
dapat menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi mengenai HAM kepada
masyarakat luas. Di masa depan, diharapkan ada sinergi antara pemerintah, lembaga
hukum, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perlindungan
dan implementasi HAM. Reformasi kebijakan, edukasi yang lebih luas, serta sistem
penegakan hukum yang lebih transparan menjadi langkah utama dalam meningkatkan

efektivitas implementasi HAM di Indonesia.

Tantangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang menjamin hak
dan kebebasan setiap individu tanpa diskriminasi. Di Indonesia, HAM menjadi isu yang
kompleks dan menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun
Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan memiliki regulasi
nasional yang melindungi HAM, masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan.
Salah satu tantangan utama HAM di Indonesia adalah kebebasan berekspresi. Meskipun

UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat, masih sering terjadi kasus kriminalisasi
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terhadap individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah. Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering digunakan untuk menjerat aktivis,
jurnalis, dan masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. Tantangan lain adalah
kebebasan pers. Pers seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi yang berfungsi
sebagai pengawas pemerintah. Namun, banyak jurnalis yang mengalami intimidasi,
kekerasan, bahkan pembunuhan ketika melaporkan kasus-kasus korupsi atau
pelanggaran HAM lainnya.

Selain itu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih menjadi masalah
serius. Kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan penganut kepercayaan
lokal sering mengalami persekusi dan kekerasan. Pemerintah sering kali lambat dalam
memberikan perlindungan yang layak kepada mereka. Di sektor ketenagakerjaan,
pelanggaran HAM juga sering terjadi. Buruh masih menghadapi berbagai bentuk
eksploitasi, seperti upah rendah, jam kerja berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak aman.
Pekerja migran Indonesia juga kerap menghadapi pelecehan dan kekerasan di luar negeri.
Perlindungan hak perempuan dan anak juga menjadi tantangan besar. Kasus kekerasan
dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan perkawinan anak masih marak terjadi.
Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan membuat para
korban sulit mendapatkan keadilan. Di bidang lingkungan hidup, hak masyarakat adat
sering terabaikan. Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar sering kali
menyebabkan konflik lahan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Banyak dari mereka kehilangan tanah ulayat tanpa kompensasi yang adil.

Tantangan lainnya adalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Kasus
kekerasan dan penindasan terhadap masyarakat Papua sering dilaporkan, tetapi belum
ada solusi yang komprehensif. Konflik bersenjata dan penangkapan aktivis masih sering
terjadi di wilayah tersebut. Korupsi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi HAM
di Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara menghambat akses
masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan
sosial. Korupsi juga melemahkan sistem peradilan, sehingga pelanggaran HAM sering
tidak ditindak secara adil. Dalam sektor kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan
yang layak masih menjadi tantangan. Masyarakat di daerah terpencil sering kali kesulitan
mendapatkan fasilitas medis yang memadai. Kurangnya tenaga medis dan infrastruktur

kesehatan memperburuk situasi ini. Hak atas pendidikan juga masih menjadi
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permasalahan. Meskipun pendidikan dasar telah diwajibkan, masih banyak anak-anak
yang putus sekolah karena kemiskinan, akses yang sulit, atau diskriminasi terhadap
kelompok tertentu, seperti anak-anak penyandang disabilitas.

Tantangan HAM di Indonesia semakin kompleks dengan adanya ancaman terhadap
kebebasan beragama. Kasus-kasus intoleransi masih sering terjadi, dan aparat penegak
hukum sering kali lambat dalam menangani kasus-kasus diskriminasi berbasis agama.
Masalah HAM di Indonesia tidak hanya terbatas pada isu domestik, tetapi juga mencakup
peran Indonesia dalam komunitas internasional. Indonesia sering mendapat sorotan dari
organisasi HAM internasional terkait dengan kebijakan dan tindakan yang dianggap
melanggar prinsip-prinsip HAM universal. Untuk mengatasi tantangan HAM ini,
diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat. Penegakan
hukum yang adil, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta peningkatan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya HAM harus menjadi prioritas.

Selain itu, transparansi dalam pemerintahan dan pemberantasan korupsi harus terus
ditingkatkan agar setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara adil dan
setara. Reformasi hukum yang lebih pro-HAM juga perlu dilakukan untuk memastikan
tidak ada aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Kerja sama antara
pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat luas juga sangat
diperlukan dalam upaya memperjuangkan HAM di Indonesia. Dengan adanya kesadaran
kolektif dan tindakan nyata, diharapkan pelanggaran HAM dapat diminimalisir dan hak
setiap individu dapat terjamin secara lebih baik di masa depan.

Strategi Penguatan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang menjamin
martabat dan kebebasan setiap individu. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan
kesadaran dan efektivitas implementasi HAM terus menjadi tantangan utama. MeskKi
berbagai kebijakan telah diterapkan, masih terdapat berbagai hambatan dalam penerapan
dan penegakan HAM secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang
komprehensif untuk memastikan HAM tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga benar-
benar diimplementasikan secara efektif.
1.  Pendidikan dan Sosialisasi HAM
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Pendidikan HAM harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sejak
dini agar kesadaran mengenai hak dan kewajiban setiap individu dapat terbentuk
sejak kecil. Selain itu, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus aktif
mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye publik untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap HAM.

2.  Reformasi Kebijakan dan Regulasi
Regulasi yang mendukung HAM harus terus diperbarui dan diperbaiki sesuai
dengan perkembangan zaman. Undang-Undang dan peraturan yang diskriminatif
atau berpotensi melanggar HAM harus direvisi atau dihapuskan. Selain itu,
kebijakan HAM harus memiliki sanksi yang jelas terhadap pelanggarnya untuk

memberikan efek jera.

3. Penguatan Institusi HAM
Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan HAM seperti
Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman perlu diperkuat, baik dari segi sumber
daya manusia maupun anggaran. Institusi ini juga harus memiliki independensi

yang kuat agar dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan politik atau ekonomi.

4.  Partisipasi Masyarakat dalam Advokasi HAM
Masyarakat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengawasan dan
advokasi HAM. Kampanye media sosial, petisi online, serta gerakan akar rumput
dapat menjadi alat yang efektif dalam menekan pemerintah untuk lebih serius

dalam implementasi HAM.

5.  Penguatan Penegakan Hukum
Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak tebang pilih. Aparat penegak
hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus diberikan pelatihan khusus terkait
HAM agar mereka dapat menangani kasus pelanggaran HAM dengan lebih baik.
Selain itu, harus ada mekanisme pengawasan yang transparan untuk memastikan

bahwa proses hukum berjalan dengan benar.

6. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional
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Indonesia harus terus berkolaborasi dengan organisasi internasional seperti
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amnesty International, dan Human Rights
Watch untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam meningkatkan standar
HAM di dalam negeri.

7.  Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan HAM
Teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam pemantauan pelanggaran
HAM. Aplikasi pelaporan pelanggaran HAM, penggunaan CCTV di tempat-
tempat umum, serta analisis data berbasis Al dapat membantu dalam
mendokumentasikan dan menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM secara lebih
cepat dan akurat.

Meningkatkan kesadaran dan efektivitas implementasi HAM di Indonesia
memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Dengan menggabungkan
pendidikan, reformasi kebijakan, penguatan institusi, partisipasi masyarakat, penegakan
hukum yang adil, kolaborasi internasional, serta pemanfaatan teknologi, Indonesia dapat
mencapai kemajuan yang lebih signifikan dalam memastikan perlindungan dan
penghormatan terhadap HAM. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil,
akademisi, maupun sektor swasta, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan
yang menghargai HAM sebagai prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

KESIMPULAN

Peningkatan kesadaran dan implementasi HAM dalam hukum positif Indonesia
merupakan aspek krusial dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh
warga negara. Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan dalam penegakan dan
kesadaran masyarakat masih menjadi kendala yang signifikan. Oleh karena itu,
diperlukan berbagai strategi yang mencakup reformasi hukum, edukasi yang lebih luas,
serta penguatan peran lembaga yang berwenang dalam penegakan HAM. Dengan adanya
sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum, diharapkan HAM dapat

diterapkan secara lebih efektif dan menyeluruh di Indonesia.
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